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Penelitian ini menjelaskan mengenai Implemenetasi Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembnagan Desa dan 
Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan. Penelitian ini 
dilaksanakan di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bagaimana tata 
kelola penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ditinjau dari permendagri 
nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dan 2) 
untuk mengetahui faktor penghambat dalam tata kelola penyelenggaraan 
pemerintahan kelurahan ditinjau dari peraturan menteri dlam negeri nomor 81 
tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil 
penelitian Menunjukkan Bahwa Kelurahan Perawang Belum Sepenuhnya Sesuai 
Dengan Permendagri. Sebab Masih terdapat beberapa indikator yang belum 
terpenuhi sehingga penyelenggaraan pemerintahan kelurahan perawang 
dikatakan cukup  baik. Adapun Faktor Penghambat yang ditemukan menurut teori 
implementasi kebijakan publik Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, 
disposisi dan struktur birokrasi.  
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Wilayah Indonesia secara georafis merupakan gagasan kepulauan. 
Kondisi ini menyebabkan lahirnya berbagai suku dengan adat istiadat, 
kebiasaan, kebudayaan, dan ragam bahasa. Pemerintah tidak mungkin 
menangani berbagai urusan pemerintahan menyangkut kepentingan 
masyarakat yang tersebar di seluruh kepuluan Indonesia. Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur perlunya 
pemerintahan daerah. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia telah menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi 
atas Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur 
dengan Undang-Undang.  
Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesi yang dibantu oleh Wakil 
Presiden dn Menteri sebagaimana dimaksud  dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya salam system dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undanfg-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.  
Masa sentralisasi berakhir setelah dikeluarkannya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah yang direvisi dengan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini, 
memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri termasuk menyesuaikan bentuk dan susunan pemerintahan 
desa berdasarkan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 
Seiring dengan perubahan dan tantangan yang ada di Indonesia maka 
pemerintah mengeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dalam pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa daerah 
kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas 
kelurahan/atau desa.  
Bentuk penyelenggaraan negara kesatuan yang dilaksanakan hingga 
struktur pemerintah yang paling bawah yaitu desa/ kelurahan. Desa memiliki 
hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat dalam berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan 
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
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kepentingan masyarakat, hak asa usul dan/ atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 
disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa. 
Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu 
dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat dalam melaksanakan 
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan 
sejahtera. Desa sebagai entitas yang memiliki otonomi pada tingkat lokal dan 
bertanggungjawab kepada Bupati/ Walikota.  
Dengan demikian Kelurahan sebagai organisasi terendah di bawah 
camat mempunyai tugas memberikan pelayanan pada masyarakat yang 
mendahulukan kewajiban dari pada hak, kemudian Peraturan Pemerintah 
Nomor 73 Tahun 2005 pasal 5 tentang tugas dan fungsi kelurahan itu adalah 
pelayan masyarakat.  
Kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang berada pada baris 
terdepan dalam pelayan masayarakat maka dari itu penyelenggaraan 
pemerintahan harus dikelola dengan baik oleh pihak kelurahan yang ada 
didalamnya.  
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dilihat dari prinsip tata 
kelola pemerintahan yang baik (good governnace). Good Governance sendiri 
merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang 
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dan jasa publik. Dimana prinsip-prinsip dari tata kelola pemerintahan yang 
baik itu ialah prinsip efektifitas, keadilan, partisipasi, akuntabilitas, dan 
transparansi.  
Kepemerintahan yang baik merupakan suatu tindak lanjut atau evolusi 
penyelenggaraan pemerintahan dari perubahan pemerintahan yang baik dalam 
suatu bentuk pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik ini cenderung 
lebih efektif dan efisien dalam proses dan tujuannya sehingga dikategorikan 
sebagai suatu proses pemerintahan yang baik bisa menyeimbangkan 
keselarasan pemerintah dengan pihak lain di berbagai sektor untuk 
menciptakan suatu keteraturan di dalam menjalankan pemerintahan yang baik 
dan bersih.  
Dalam rangka membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif 
dan efisien, diperlukan  waktu  untuk memikirkan bagaimana mencapai 
kesatuan kerjasama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. 
untuk itu, diperlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan 
mengalokasikan sumber  daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, 
tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur. Pemerintah daerah dalam 
praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan 
pemberdayaan harus pula diiringi dengan penerapan prinsip kepemerintahan 
yang baik. 
Wujud daripada penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya 
pada kelurahan dapat dilihat pada evaluasi perkembangan kelurahan. Dimana 
Pemerintahan Pusat telah mngeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk 
menilai suatu perkembangan kelurahan.  Kelurahan dapat dikatakan 
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berkembang apabila telah memenuhi seluruh indikator-indikator pada evaluasi 
perkembangan kelurahan. Perkembangan kelurahan ini lah yanag akan 
menentukan baik atau tidaknya suatu penyelenggaraan pemerintahan. Untuk 
mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan kelurahan ini telah diatur pada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 
tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi perkembangan 
kelurahan merupakan suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan 
pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada 
instrumen evaluasi perkembangan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan 
status perkembangan serta tahap kemajuan kelurahan.  
Tujuan diselenggarakannya penilaian evaluasi perkembangan 
kelurahan adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kelurahan tersebut 
terkhususnya pada penyelenggaraan pemerintahan, Dimana bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan harus dapat berjalan dengan baik dan mampu 
meingkatkan kepercayaan masyarakat. 
Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dapat dikatakan sangat baik 
apabila semua indikator yang ada di evaluasi perkembangan kelurahan 
khususnya bidang pemerintahan telah diimplementasikan seluruhnya. 
Kelurahan Perawang merupakan sebuah kelurahan yang terletak di 
Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Dimana kelurahan perawang merupakan 
satu satunya kelurahan yang ada di Kecamatan Tualang. Di Kelurahan 




Tabel 1.1 Daftar Pegawai Kelurahan Perawang 
No Nama Pangkat/Gol Jabatan 
1 Nanang Suhendra, S.STP Penata Muda Tk. I {III/b Lurah 
2 Suhartati, S.Sos Penata Muda {III/a} Sekretaris Lurah 
3 Nur‟aisyah, S.Sos Penata {III/c}  Kasi Pemerintahan 
4 Sudirman, S.H Penata Muda Tk. I {III/b} Kasi PKM 
5 Ira Fitriana, S.Sos Penata Muda Tk. I {III/b} Kasi Trantib 
6 M. Fachrizal Pengatur {II/c} Staf 
7 Novi Yandra Pengatur Tk. I {II/b} Staf 
8 Alam Syahputra Pengatur Tk. I {II/b} Staf 
9 Nur Asia Pengatur Muda {II/a} Staf 
10 Jumi  Staf 
11 Arizal  Staf 
Sumber: Kantor Lurah Perawang 
Tabel diatas merupakan  daftar pegawai seluruh pegawai kelurahan 
sesuai dengan pangkat dan golongan masing-masing pegawai. Selain itu, 
terdapat juga  jumlah pegawai bedasarkan  tingkat pendidikan pegawai di 
kelurahan perawang kecamatan tualang.  
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan 
No Tingkat Pendidikan Jumlah 
1 Pasca Sarjana 1 Orang 
2 Sarjana  4 Orang 
3 D3 1 Orang 
4 SMA 5 Orang 
Jumlah 11 Orang 
Sumber: Kantor Lurah Perawang 
Tabel diatas merupakan data pegawai sesuai dengan tingkat 
pendidikan pegawai kelurahan dari pasca sarjana, sarjana, D3 dan SMA. 
Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dapat dikatakan sangat baik 
apabila semua indikator yang ada di evaluasi perkembangan kelurahan 
khususnya bidang pemerintahan telah diimplementasikan seluruhnya. Namun 
penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan perawang belum sepenuhnya 
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sesuai dengan kebijakan pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa 
dan Kelurahan,  hal ini dilihat dari beberapa fenomena yang penulis temukan, 
yaitu: 
1. Pemerintahan kelurahan belum memiliki kelengkapan buku adminstrasi 
seperti buku administrasi pembangunan dan buku administrasi lainnnya. 
2. Sarana Prasarana seperti Perpustakaan yang belum dimiliki oleh 
Pemerintah Kelurahan, kotak pengaduan masyarakat yang tidak 
dimanfaatkan serta masih terdapatnya gedung  yang belum dikelola 
dengan baik, seperti gedung pertemuan yang terlihat lusuh. Sarana 
penunjang seperti komputer dibagian pelayanan hanya terdapat satu.  
3. Dalam perkembnagannya kelurahan belum menerapkan e-government, 
seperti pemerintahan kelurahan belum mempunyai website kelurahan, 
belum memiliki Internet gratis (Wi-Fi), dan belum memiliki perpustakaan 
online.  
4. Selain itu kedisiplinan pegawai kelurahan juga masih kurang, berdasarkan 
pengamatan peneliti ada beberapa staff kelurahan yang terlambat saat jam 
kerja dan terdapat pula staff kelurahan yang pulang saat jam kerja, dan 
terdapat juga staff kelurahan yang tidak datang saat jam kerja. 
Dari fenomena yang telah penulis uraikan diatas maka penulis tertarik 
melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Impelentasi Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi 
Perkembangan Desa dan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan 
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Pemerintahan (Studi di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang 
Kabupaten Siak)”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka sebagian 
rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 81 tahun 
2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan? 
2. Apa Faktor penghambat implementasi peraturan menteri dalam negeri 
nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan? 
 
1.3 Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan penulisan dalam penelitian ini ialah: 
1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi peraturan menteri dalam 
negeri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan 
kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 
2. Untuk mengetahui implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 81 
tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau 
manfaat sebagai berikut: 
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1. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan serta 
menambah informasi dan wawasan yang lebih lengkap mengenai 
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 
Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat memberikan pengetahuan 
yang lebih luas terutama dalam dunia pendidikan. 
2. Bagi Peneliti 
Hasil Penilitian diharapkan mampu menambah pengetahuan dan 
wawasan bagi penulis tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 81 tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan 
Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 
3. Bagi Kelurahan Perawang 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta 
masukan kepada kelurahan perawang agar dapat mengevaluasi 
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 
Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan kelurahan perawang 
4. Bagi Uin Suska Riau 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 
penelitian yang relevan khususnya mahasiswa Ilmu Administrasi Negara. 
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1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, 
penulis membagi ke dalam enam bab sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
  Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi umum yang meliputi 
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
  Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi teori yag  dapat 
digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan, penelitian 
terdahulu, pandangan islam, defenisi konsep, konsep operasional 
dan kerangka pemikiran. 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
  Dalam bab ini meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis dan 
sumber data, informen penelitian, teknik pengumpulan data, serta 
analisa data yang telah dikumpulkan. 
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  
  Dalam Bab ini meliputi sejarah, Visi dan Misi, struktur serta 
geografis Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten 
Siak. 
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Dalam Bab ini nantinya akan mnejelaskan tentang hasil penelitian 
dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peniliti.  
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 
  Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil 







2.1 Implementasi Kebijakan Publik 
2.1.1 Pengertian Implementasi 
Setiawan (2004:39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang 
saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk 
mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. 
Menurut Nurdin Usman(2002:70) implementasi adalah bermuara pada 
aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi 
bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan 
secara bersungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai 
tujuan kegiatan. oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi 
dipengaruhi oleh objek berikutnya.  
Menurut Gaffar (2009: 295) implementasi merupakan salah satu proses 
kebijkan publik. Biasanya implementasi  dilaksanakan setelah sebuah 
kebijakan kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi 
adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan 
kepada masyarakat sehingga kebijkan tersebut membawa hasil bagaimana 
yang diharapkan.  
Menurut Susilo (2014: 149) implementasi merupakan tindakan-
tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 
kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh induvidu, pejabat 




Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 
implementasi merupakan suatu proses kebijakan yang dinamis, dimana 
pelaksanaan kebijakan melakukan suatu tindakan aktifitas atau kegiatan, baik 
individu, pejabat pemerintah maupun swasta sehingga akhirnya akan 
mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu 
sendiri.  
 
2.1.2 Pengertian Kebijkan 
Menurut Frendrich (2007: 20) memandang bahwa kebijakan adalah 
sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu memberikan hambatan dan 
peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan 
mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran 
yang diinginkan. 
Adisasmita (2011: 77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang 
harus dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari 
aparatur pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  
Tahir (2014: 23) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai 
tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk 
memecahkan suatu masalah.  
Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan 
merupakan suatu ketentuan yang menjadi pedoman yang bertujuan untuk 
memperlancar jalannya sistem pemerintahan dalam mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan.  
 
 
2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijkan   
Agustino (2006:139)  implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-
tindakan yang dilakukan baik oleh indiviud-individu atau pejabat-pejabat atau 
kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya 
tujuan-tujuan yang telah digariskan dakam keputusan kebijakan. 
Nugroho (2003: 161) implementasi kebijakan sebenarnya adalah 
tindakan (action) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi 
ini setidaknya melalui elemen-elemen berikut, yaitu: a) pembentukan unit 
organisasi baru dan staf pelasana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan 
pelasana (standart operating procedures); c) koordinasi, pembagian tugas-
tugas didalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana; d) 
pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan.  
Wahab (2001: 45) implementasi kebijakan  merupakan aspek  penting 
dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya 
sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik 
kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan 
lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan 
memperoleh apa dari suatu kebijakan.  
Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 
implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan untuk meraih 
tujuan-tujuan yang memiliki keterkaitan dengan keputusan dari siapa dan 
memperoleh apa dari suatu kebijkan. 
 
 
2.1.4 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 
Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) 
mendefenisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindkan-tindakan 
dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup 
usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan 
operasional dalam kurn waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan 
usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh 
keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang 
diarahkan untk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.  
Tachjan (2006: 25) implementasi kebijakan publik merupakan proses 
kegiatan administratif yang disetujui setelah kebijakan ditetapkan. Kegiatan 
ini terletak diantara perumusan dan evaluasi kebijakan. Implementasi 
kebijakan publik mengandung logika yang menurunkan atau menafsirkan 
alternatif-alternatif yang masih abstrak dan makro yang menjadi alternatif 
yang bersifat konrit atau makro.  
Tangklisan (2003: 1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan 
pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan 
seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengelaran 
sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya 
standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang 
mempengaruhi beberapa aspek kebijakan. 
Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 
implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan dalam proses kegiatan 
 
 
administratif yang disetujui setelah kebijakan dibuat untuk mencapai suatu 
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  
 
2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan  
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sangat 
ditentukan oleh adanya perubahan dalam diri seseorang yang menghendaki 
adanya suatu tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang 
diinginkan untuk kepentingan bersama.  
Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi 
kebijakan, salah satunya Teori George C.Edward, Edward III (dalam 
Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementsi kebijakan 
dipengaruhi oleh empat variabel yaitu: 
1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan maensyaratkan 
agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang 
menjadi  tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 
kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi 
distorsiimplementasi. 
2. Sumber daya, meskipun isis kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas 
dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk 
melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif . Sumber 
daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi 
implementor dan sumber daya finansial. 
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 
seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrtais. Apabila Implementor 
 
 
memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat 
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh 
pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif 
yang berbeda dengan pembuatan  kebijakan. Ketika Implementor memiliki 
sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka 
proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 
4. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas 
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah 
Standard Operating Procedure (SOP) dan Fragmentasi. Struktur organisasi 
yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan 
menimbulkan red-tape, ykni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, 
yang menjadikan aktivitas orgnisasi tidak fleksibel. 
 
2.2 Administrasi Publik 
Administrasi  publik berasal dari  ilmu politik, yang ditujukan agar 
proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan (Suradinata Dalam Sahya Anggara, 2012: 43). 
Administrasi publik berperan dalam perumusan kebijakan negara. 
Nigro dan Nigro dalam Sahya Anggara (2012) mengatakan bahwa 
administrasi publik peranannya sangat penting dalam perumusan kebijakan 
negara dan karena itu merupakan bagian dari proses politik (public 
administration has an important role in the formulation of public policy and is 
thus part of the political process). 
 
 
Administrasi publik dipandang sebagai bagian yang sama pentingnya 
dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara. Para pakar administrasi 
menggunakan terminologi “public policy”, dengan istilah kebijakan publik dan 
kebijaksanaan publik. Istilah kebijakan mengarah pada produk yang 
dikeluarkan oleh badan-badan publik yang bentuknya peraturan perundangan 
dan keputusan, sedangkan kebijaksanaan lebih menitikberatkan pada 
fleksibilitas suatu kebijakan.  
Administrasi publik mempunyai peranan yang lebih besar dalam 
perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan (Gordon dalam 
Sahaya Anggara, 2012: 43). Hal tersebut memengaruhi perkembangan ilmu 
administrasi publik yang ruang lingkupnya mencakup analisis dan perumusan 
kebijakan (policy analysis and formulation), pelaksanaan, dan pengendalian 
pelaksanaan (policy implementation) serta pengawasan dan penilaian hasil 
pelaksanaan kebijakan tersebut (policy evaluation) (Kasim dalam Sahaya 
Angggara, 2012: 44). 
Chandler dan Plano dalam bukunya, The Public Administration 
Dictionary mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses 
mengimplementasikan kebijakan. Administrasi publik berfokus pada 
penegakkan hukum, proses pembuatan, dan penerapan peraturan, serta 
regulasinya dalam menyelenggarakan kebijakan publik. Tujuan administrasi 
publik bersifat nonprofit untuk kepentingan masyarakat. berbeda dengan 
administrasi private (swasta) yang beroroientasi pada profit. 
Administrasi publik terkait dengan lembaga-lembaga negara sebagai 
pelaksana fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penyelenggaraan 
 
 
kepentingan publik. Komponen utama administrasi publik adalah organisasi, 
personalia, dan keuangan.  
 
2.3 Administrasi Pemerintahan Daerah 
Pemerintahan Secara etimologi bersal dari kata “Perintah”, yang 
berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Defenisi 
dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri darin sekumpulan orang-
orang yang mengatur suatu negara yang memiliki cara dan sistem yang 
berbeda-beda dengan tujuan agar negara tersebut dapat tertata dengan baik. 
Sedangkan menurut kosa kata, kata “Pemerintah” berasal dari kata  to govern, 
governeren, bestuuren. Semuanya berarti mengatur. Dalam terminologi ini, 
pemerintah dapar mengatur karena mereka memiliki legitimasi dari rakyat 
berdasarkan amanat konstitusi. Jadi, pemerintah itu adalah mereka yang 
menjalankan konstitusi itu dengan cara mengalokasikan sumber-sumber daya 
yang ada, termasuk di dalamnya ada kewenangan mengatur. Sedangkan 
“Pemerintahan” bisaberarti dua hal. Pertama, dia bisa jadi merujuk pada 
kepemimpinan seseorang dalam pemerintah. Kedua, bisa juga berarti fungsi 
yang dijalankan pemerintah. Fungsi yang dijalankan pemerintah sendiri pada 
dasarnya adalah konkretisasi dari fungsi negara yaitu beschikking (mengurus), 
regelling (mengatur), dan politie (polisi/ keamanan ketertiban). (Muammar 
Alkadafi, 2018: 17). 
Mengurus artinya segala kegiatan yang besifat administratif dan teknis, 
rentangnya bisa dari pembuatan pelayanan sipil sampai pengelolaan sumber 
daya alam. Mengatur itu sebenarnya fungsi yang dilakukan legislatif, tapi 
 
 
tidak menutup kemungkinan pemerintah juga membuat aturan sebagai 
penjelas peraturan yang dibuat oleh legislatif. Contohnya adalah Peraturan 
Pemerintah (PP) atau Peraturan Daerah (Perda) dalam konteks daerah. 
Srdangkan, politie, merujuk pada peran negara memberikan ketentraman dan 
ketertiban (Law and Order) bagi rakyatnya. (Muammar Alkadafi, 2018: 17) 
Tujuan Pemerintahan  
Secara normatif, dari sisi yang lebih teknis, tujuan utama dibentuknya 
pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana 
masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintah dibentuk 
untuk melayani atau sebagai pelayan masyarakat atau istilah yang lebih gagah 
adalah abdi negara. Sebagai abdi masyarakat atau abdi negara ini pejabat 
pemerintahan mendapat tugas anatara lain menciptakan kondisi yang 
memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemajuan dan 
kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. (Nawawi dalam Muammar 
Alkadafi 2018: 18). 
Dari tujuan itu kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi 
pemerintahan dalam bentuk rincian kegiatan dan sejumlah prameter atau 
ukuran keberhasilan atau kinerjanya.  
Rasyid (Dalam Muammar Alkadafi, 2018: 18) menyebutkan tugas-
tugas pokok pemerintahan mencakup tujuan bidang pelayanan. Pertama, 
menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan 
menjaga agar tidak terjadi pemberintakan dari dalam yang dapat 
menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan. Kedua, 
memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara 
 
 
warga masyarakat, menjamin agar perubahan apa pun yang terjadi di dalam 
masyarakat dapat berlangsung secara damai. Ketiga, menjamin diterapkannya 
perlakuan yang adil kepada setiap warga negara masyarakat tanpa 
membedakan status apa pun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. 
Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-
bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga nonpemerintah, atau 
yang akan lebih bijak jika dikerjakan oleh pemerintah. Kelima, melakukan 
upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial membantu orang 
miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo dan anak-anak terlantar. 
Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat 
lua. Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk pemeliharaaan sumber daya alam 
dan lingkungan hidup.  
Daerah adalah suatu wilayah otonom dalam konteks desentralisasi baik 
itu pemerintahan tingkat Provinsi maupun pemerintahan tingkat 
Kabupaten/Kota, dan ada juga daerah yang diberi keistimewaan dari daerah-
daerah lain di Indonesia seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah 
Khusus Ibokata Jakarta dan ada juga yang diberi status otonomi khusus yaitu 
Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua. Sehingga menurut Ni‟matul 
Huda desentralisasi di Indonesia disebut “Desentralisasi Asimetris”. (Ni‟matul 
Huda dalam Muammar Alkadafi, 2018: 21-22). 
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan DPRD. Menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 
 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana Gubernur,  
Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang  merupakan subsistem dari sistem 
penyelenggaraan pemerintahan nasional memilikikewenangan untuk mengatur 
dan mengurus rumah tangganya sendiri.  
Kewenangan untuk mengatur  dan mengurus rumah tangga ini 
mengandung tiga hal didalamnya, yaitu pertama pemberian tugas dan 
wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan 
kepada Pemerintah Daerah; kedua, pemberian kepercayaan dan wewenang 
untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara 
penyelesaian tugas tersebut;  ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil 
inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat bik 
secara langsung maupun DPRD. Kewenangan pemerintah daerah, meliputi 
kewenangan membuat peraturan daerah dan penyelenggaraaan pemerintahan 
yng diemban secara demokratis. Jadi pelaksanaan Pemerintah Daerah tidak 
terlepas dari asas desentralisasi dan otonomi daerah.  
 
2.3.1 Pemerintahan Desa 
Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem 
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan 
pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi 
pemerintahan desa yang terdiri dari: 
 
 
a. Unsur pimpinan yaitu kepala desa 
b. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas: 
1) Sekretariat desa yaitu unsur staff atau pelayanan yang diketahui oleh 
sekretaris desa; 
2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang 
melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, 
keagamaan dan lain-lain.  
3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya 
seperti kepala dusun. 
Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
pemerintahan, pembnagunan, dan kemasyarakatan. (Nurcholis, 2011: 74). 
Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang: 
1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 
yang ditetapkan bersama BPD; 
2) Mengajukan rancangan peraturan desa; 
3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama 
BPD; 
4) Menyususn dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai 
APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; 
5) Membina kehidupan masyarakat desa; 
6) Membina perekonomian desa; 
7) Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif; 
 
 
8) Mewakjili desanya di dalam  dan di  luar pengadilan dan dapat menunjuk 
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan 
9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, yang  dihitung sejak 
yang bersangkutan dilantik. Kepala desa yang sudah menduduki jabatan 
kepala desa yang hanya boleh menduduki jabatan kepala desa lagi untuk satu 
kali masa jabatan. 
Dapat dikatakan bahwa pemerintahan desa merupakan kegiatan yang 
dilakukan oleh pejabat publik (pemerintah) dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan suatu organisasi publik. Dalam hal ini adalah pemerintah desa 
sebagai penyelenggara pemerintah di desa, yang memiliki kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul 
dan adat istiadat setempat.  
Dalam pengertian tentang desa, peneliti mengutip empat jenis Undang-
Undang yang berlaku di Indonesia yaitu: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
tentang Desa. 
Defenisi desa secara formal menurut  Undang-Undang Nomor  tahun 
1979, tentang pemerintahan desa, pada Bab I, Pasal 1, huruf a adalah: “Desa 
adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satuan 
 
 
masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan 
berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia”.  
Selanjutnya setelah zaman reformasi muncullah Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dimana pada Bab I, Pasal 
1 ayat huruf “O” disebutkan bahwa: “Desa atau yang disebut dengan nama 
lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat 
setempat yang  diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di 
daerah kabupaten”. 
Pemerintah di zaman reformasi bahwa Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah masih kurang sempurna. Oleh 
karena itu  pemerintah kembali  membuat Undang-Undang yang disebut 
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah. 
Dimana pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pada Bab I, Pasal 1 
ayat 12 tersebut dinyatakan bahwa: „Desa atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia”.  
 
 
Desa memiliki ciri khas sebagai berikut: 
a. Desa memiliki kewenangan sempit; 
b. Desa merupakan persekutuan lokal yang terdiri desa/dusun 
c. Jumlah penduduk dan potensi tenaga pemimpin relatif lebih sedikit; 
d. Desa memiliki kewenangan pemerintahan, pembinaan adat istiadat 
terpisah, tidak berada dalam satu tangan; 
e. Desa tidak memiliki hak usul; 
f. Pembangunan desa dibiayai oleh  pemerintah berdasarkan subsidi melalui 
berbagai  proyek dan lainnya kurang efektif dan efisien; 
g. Pemerintahan desa masih tetap dibawah camat.  
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 
pasal 1 ayat (1): “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masayarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai hal baru 
dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kepercayaan 
lebih besr kepada pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan.  
 
2.3.2 Pemerintahan Kelurahan 
Menurut pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 
73 Tahun 2005 mengemukakan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah 
sebagai perangkat kerja kabupaten/ kota dalam wilayah kerja kecamatan. 
 
 
Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 
mengemukan bahwa: 
a. Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/ kota yang 
berkedudukan di wilayah kecamatan; 
b. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati/ Walikota melalui camat; 
c. Lurah diangkat oleh Walikota/ Bupati atas usul Camat dari Pegawai 
Negeri Sipil; 
d. Syarat-syarat Lurah meliputi: 
1. Perangkat/ golongan minimal penata (III/C) 
2. Masa kerja minimal 10 tahun 
3. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan 
memahami keadaan sosial budaya masyarakat setempat  
Kelurahan sebagai kesatuan wilayah terkecil didalam wilayah 
kecamatan didaerah kabupaten/ kota, dpat berfungsi sebagai unit kerja 
pelayanan pada masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan 
dari Camat kepada Lurah, sehingga dalam tugas pokok dan fungsinya, 
pemerintah kelurahan menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan, 
pembangunan, dan pelayanan  masyarakat dalam ruang lingkup kelurahan 
sesuai batas-batas kewenangan yang dilimpahkan camat.  
Pemerintahan kelurahan perlu memiliki kemandirian dan akuntabilitas 
publik yang cukup memadai, dalam interaksinya yang bersifat langsung 
dengan masyarakat di wilayah kerjanya. Sebagai unit pelaksana pemerintahan 
yang terendah dibawah kecamatan, jenis-jenis pelayanan yang dapat 
 
 
dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh lurah adalah beragam dengan 
kriteria yang mencakup pelayanan kebutuhan dasar masyarakat seperti 
pelayanan pembuatan KTP, Pencatatn akta tanah, penyuluhan masayarakat.  
Pembentukan Kelurahan 
Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 
Tahun 2005 tentang pembnetukan daerah kelurahan yaitu: 
a. Kelurahan dibentuk diwilayah kecamatan; 
b. Pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan dari beberapa 
kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingkan atau pemekaran 
kelurahan dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih; 
c. Pembentukan kelurahan sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan: 
1. Jumlah penduduk; 
2. Luas wilayah; 
3. Bagian wilayah kerja; 
4. Sarana dan prasarana pemerintah; 
d. Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi 
persyaratan dapat dihapus atau digabung; 
e. Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dapat 
dilakukan setelah paling sedikit 5 tahun penyelenggaraan pemerintahan 
kelurahan . 
Tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan 
penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil gguna serta 




Syarat-sayarat pembentukan kelurahan menurut Peraturan Mentri 
Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, 
dan Penggabungan Kelurahan adalah: 
a. Jumlah penduduk; 
1. Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK; 
2. Wilayah Sumatra dan Sulawesi paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK;  
3. Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Papua paling sedikit 900 jiwaatau 
180 KK. 
b. Luas wilayah; 
1. Jawa dan Bali paling sedikit 3 Km2; 
2. Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 5 Km2; 
3. Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, Papua paling sedikit  7 Km2. 
c. Bagian wilayah kerja, wilayah yang  dapat dijangkau dalam meningkatkan 
pelayanan dan pembinaan masyarakat; 
d. Sarana dan Prasarana Pemerintahan; 
1. Memiliki kantor pemerintahan] 
2. Memiliki jaringan perhubungna yang lancar 
3. Sarana komunikasi yang memadai 
4. Fasilitas umum yang memadai 
Struktur organisasi kelurahan 
a. Kepala daerah 
b. Sekretaris kelurahan 
c. Kepala-kepala urusan, minimal 3 dan maksimal 5 
 
 
d. Kepala-kepala lingkungan yang disesuaikan dengan kebutuhan 
Kepala urusan minimal 3, yaitu: 
a. Urusan pemerintahan 
b. Urusan perekonomian dan pembnagunan  
c. Urusan keuangan dan urusan umum  
Kepala urusan maksimal 5, yaitu: 
a. Urusan pemerintahan 
b. Urusan perekonomian dan perkembangan  
c. Urusan kesejahteraan rakyat 
d. Urusan keuangan 
e. Urusan umum 
 
2.3.3 Perbedaan Desa dan Kelurahan 
Sudirwo menyatakan bahwa salah satu tujuan diadakannya Undang-
Undang tentang Pemerintah Desa adalah menyeragamkan pengaturan 
pemerintah desa. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan 
pemerintahan, pengawasan dan pembinaan desa-desa di seluruh Indonesia 
yang beraneka ragam, baik dalam susunan masyarakat terkecil. Tetapi dalam 
pola-pola yang seragam tersebut masih dimungkinkan adanya kelainan-
kelainan sepanjang tidak menjadi penghalang bagi pelaksanaan pemerintahan 
dan pembangunan. Jadi, satuan organisasi pemerintahan terendah dibawah 
camat hanya ada  dua macam yaitu desa dan kelurahan. 
Nurcholis (2011: 2-3) menyatakan dalam konteks Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dibedakan dengan 
kelurahan. Desa mempunyai ciri perdesaan, sedangkan kelurahan berciri 
 
 
perkotaan. Wilayah pedesaan adalah wilayah yang jauh dari pusat ibu kota, 
Adapun wilayah perkotaan adalah wilayah yang berada di pusat ibu kota 
kecamatan, ibu kota kabupaten/kota dan sekitarnya.  
Tabel 2.1 Perbedaan Desa dan Kelurahan 
Perbedaan Desa Kelurahan 
Definisi Desa atau yang disebut dengan nama 
lain, selanjutnya disebut desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas-batas wilayah yang 
berwennag untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan asal usul, adat 
itiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 
Kelurahan adalah 
wilayah kerja lurah 
sebagai kabupaten/ kota 
dalam wilayah kerja 
kecamatan. 
Otonomi Ada, otonomi asli berdasarkan hak 
asal usul 
Tidak ada, sekedar 
wilayah administrasi 
Perangkat Kepala desa dibantu Sekdes (PNS) 
dibantu perangkat desa yang lain. 
Kades dipilih dalam Pilkades. 
Kepala desa tidak digaji, ia 
mendpatkan imbalan berupa tanah 
bengkok, namun karena nilai tanah 
semakin menurun, kepala desa 
meminta tunjangan kepada negara 
Lurah (PNS) yang 
dibantu staf kelurahan 
(PNS). Lurah diangkat 
oleh Bupati/ Walikota 
atas usul camat dari 
sebagai PNS 
mendapatkan gaji dan 




Badan Permusyawaratan Desa 
sebagai lembaga legislatif dengan 
kewenangan terbatas 
Bukan lembaga 




Kabupaten/ Kota Kabupaten/ Kota 
Pembentukan Pembentukan desa baru wajib 
memperhatikan jumlah penduduk 
seperti untuk wilayah Jawa dan Bali 
paling sedikit 1500 Jiwa atau 300 
KK, Wilayah Sumatera dan 
Sulawesi paling sedikit 1000 Jiwa 
atau 200 KK, wilayah Kalimantan. 
NTB, NTT, Maluku, Papua paling 
sedikit 750 Jiwa atau 75 KK 
Penduduk 2500-20000 
jiwa. Terjangkau secara 
efektif. Memiliki sarana 
dan pelayanan yang 
memdai 
Sumber: Arenawati, 2014 (69-70) 
 
 
2.4 Good Governance 
Konsep Governance bukanlah konsep baru, konsep Governance sama 
luasnya dengan peradaban manusia, salah satu pembahasan tentang good 
governance dapat ditelusuri dari tulisan J.S Endarlin (Setyawan dalam Muslim 
dan Larbiel Hadi, 2017: 21) governance merupakan suatu terminologoi yang 
digunakan untuk mengganti istilah government, yang menunjuk penggunaan 
otoritas politik, ekonomi dan administrasi dsalam mengelola masalah-masalah 
kenegaraan.  
Governnace  yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah 
penggunaan wewenang  ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola 
urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup 
seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan 
kelompok-kelompok masyarakat mengutamakan kepentingan mereka. 
Menggunakan hak hukum, memneuhi kewajiban dan menjembatani 
perbedaan-perbedaan diantara mereka.  
Governance sebagai proses pengambilan keputusan dan proses yang 
mana keputusan itu diimplementasikan, maka analisis governance difokuskan 
pada faktor-faktor formal daninformal yang terlibat dalam pengambilan 
keputusan dan implementasinya serta struktur formal dan informal yang 
disusun untuk mendatangkan implementasi keputusan. Governance dapat 
digunakan dalam beberapa konteks seperti corporate governance, 
international governance, national governance dan local governance 
(Mardiasmo dalam Larbiel Hadi, 2017: 21-24).  
 
 
(Hsiang, 2012). Beberapa bentuk atau indikator penting dalam tata 
kelola pemerintahan yang perlu diperhatikan dan menjadi tata kelola 
pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik dianggap 
penting untuk kesejahteraan nasional atau biasa disebut Good Governance 
sesuai dengan kesepakatan dari PBB (perserikatan bangsa-bangsa) yang 
merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab negara. Baik dari tanggung 
jawab kewenangan ekonomi, administrasi, dan kewenangan politik yang dapat 
mengatur masalah sosial di negara tersebut. Dari tiga sektorkewennagan dari 
pemerintah kemudian digunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat 
dalam tata kelola pemerintah yang baik akan menghindari kesalahan dalam 
alokasi dan dana pembangunan daerah termasuk penanggulangan dini tindak 
pidana korupsi. 
Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip 
dasar penyelenggaraan pemerintahaan yang baik. Defenisi tata kelola 
pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan Good Governance, secara umum 
pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah 
laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan 
publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 
Good Governance tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, 
namun menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah.  
Orientasi dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah: 
1. Orientasi Ideal, yaitu negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan 
nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan 
bernegara dengan elemen konstituennya seperti: legitimasi, akuntabilitasi, 
 
 
securingof human rights, authonomy and devolution of power, dan juga 
assurance of civilian control.  
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu efektif dan efisien dalam 
melakukan upaya untuk mencapai tujuan nasional. Orientasi ini 
bergantung sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh 
mana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara 
efektif dan efisien.  
Nugroho mengemukakan bahwa sebagian besar masyarakat 
beranggapan bahwa bukan rahasia lagi pada saat berurusan dengan birokrasi 
salalu identik dengan hal yang merepotkan, berbelit-belit, dan terkadang 
mengeluarkan biaya ekstra, seta praktik kolusi, korupsi dan nepotisme di 
tubuh pemerintahan. Gejala keetidakpercayaan publik itu yang memunculkan 
istilah good governance di Indonesia, hal ini dikarenakan tersumbatnya atau 
terbatasnya saluran partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial 
terhadap pemerintah. Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan 
pengelolaan kepemerintahan seperti yang dikemukakan Santosa (2008: 130),  
ada tiga pilar governance, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. 
sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya 
berkembang adalah government sebagai satu-satunya penyelenggaraan 
pemerintahan. Sektor swasta, dan masyarakat madani, maka dikembangkan 
pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang di sebut dengan tata 
kepemerintahan yang baik ( good governance). 
Tjokromidjojo dalam Sunarsono (2013: 172) mengemukakan 
governance artinya memerintah, menguasai dan mengurus. Proses 
 
 
penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyedian public 
goosand service disebut governance (pemerintah/kepemerintahan). Sedangkan 
praktik terfbaik disebut good governance. (kepemerintahan yang baik).  
Dalam konsep good governance yang dikemukakan Nugroho adalah 
aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu 
dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanggung jawab dan tanggung gugat 
tidak diberikan kepada atasan saja melainkan juga kepada para stakeholders, 
yakni masyarakat luas. 
Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan 
bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti legitimacy (apakah 
kepemerintahan dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya), 
accountability (akuntabilitas), securing of human rights, autonomy and 
devolution of power, and assurance of civillion control, sedangkan orientasi 
kedua, tergantung pada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi, 
dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi 
secara efektif dan efisien. Dalam buku Sistem Administrasi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (SANKRI) menyatakan bahwa good governance secara 
tersurat maupun tersirat tertuang dalam tata nilai penyelenggaraan 
pemerintahan negara berdasarkan pancasila dan UUD 1945, yang meliputi 
prinsip-prinsip: sepremasi hukum, keadilan, transparansi, partisipasi, 
desentralisasi, kebersamaan, profesional, cepat tanggap, efektif dan efisien, 
berdaya saing, dan akuntabel. 
Menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab (dalam Muslim dan Larbiel 
Hadi, 2017: 22) menyebutkan good governnace adalah suatu konsep dalam 
 
 
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab 
sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi  
dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun 
administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal 
framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank Dunia 
juga mensinonimkan good governance sebagai hubungan sinergis dan 
konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat. Sementara UNDP 
mendefenisikan sebagai “The exercise of political, economic, and 
administrative authority to manage a nations affair at all levels”. Dari 
pengertian tersebut, secara fungsional aspek-aspek good governance dapat 
ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dalam upaya 
mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana 
pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi in efisiensi. 
Governance mempunyai tiga kaki (three legs), yaitu: 
a. Economic governance meliputi proses pembuatan keputusan (decision 
making processes) yang memfasilitas terhadap equity, poverty  dan quality 
of live.  
b. Political governance adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan. 
c. Admionistrative governance adsalah sistem implementasi proses 
kebijakan. 
 
2.4.1 Unsur-Unsur Good Governance 




1. Negara/ Pemerintah: Konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah 
kegitan-kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pada 
sector swasta dan kelembagaan masyarakat madani. 
2. Sector swasta: pelakor sector swasta mencakup perusahaan swasta yang 
aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti Industri pengolahan 
perdagangan, perbankan, dan koperasi termasuk kegiatan sektor informal.  
3. Masyarakat Madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan 
pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan 
perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara 
sosial, politik, ekonomi.  
Negara, sebagai salah satu unsur governance, didalamnya termasuk 
lembaga politik dan lembaga sektor publik. Sektor Swasta, meliputi 
perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidag dan sektor informal lain 
dipasar. Ada anggapan bahwa sektor swasta adalah bagian dari masyarakat. 
namun, sektor swasta dapat dibedakan dengan masyarakat karna mempunyai 
pengaruh terhadap kebijakan sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan 
formal maupun informal. Society, meliputi lembaga swadaya masyarakat, 
organisasi profesi dan lain-lain.  
 
2.4.2 Prinsip Good Governance 
Menurut UU No.23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah: 
1. Kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan 
landasan ketentuan peraturan perumdang-undangan dan keadilan dalam 
setiap kebijakan penyelenggaran negara. 
 
 
2. Tertib penyelenggara negara, adalah asas yang menjadi landasan 
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian 
penyelenggaraan negara. 
3. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan 
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. 
4. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh informasiyang benar, jujur, dan tidak 
diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia 
negara. 
5. Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan 
antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. 
6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturab perundang-undangan. 
7. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 
dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
8. Asas efesiensi, adalah asas yang berorientasipada minimalisasi 
penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencaoai 
hasil kerja yang terbaik. 
9. Asas efektifitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna 
dan berdaya guna. 
 
 
10. Asas keadilan, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan 
negara harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga 
negara  
Hsiang, (2012), Beberapa bentuk atau indikator penting dalam tata 
kelola pemerintahan yang perlu diperhatikan dan menjadi tata kelola 
pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik dianggap 
penting untuk kesejahteraan nasional atau biasa disebut Good Governance 
sesuai dengan kesepakatan dari PBB (perserikatan bangsa-bangsa) yang 
merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab negara. Baik dari tanggung 
jawab kewenangan ekonomi, administrasi, dan kewenangan politik yang dapat 
mengatur masalah sosial di negara tersebut. Dari tiga sektorkewennagan dari 
pemerintah kemudian digunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat 
dalam tata kelola pemerintah yang baik akan menghindari kesalahan dalam 
alokasi dan dana pembangunan daerah termasuk penanggulangan dini tindak 
pidana korupsi. 
Disamping itu, pemerintahan yang baik atau biasa sisebut dengan good 
governance juga memiliki beberapa indikator yang digolongkan menjadi 4  
bagian dalam pengukuran tata kelola pemerintahan yang diantaranya tersebut 
adalah: 
1. Transparansi 
Transparansi dianggap sebagai cara untuk membuka berbagai hal 
dari aktivitas pemerintah yang bertujuan untuk mengawasi setiap aktivitas 
pemerintah dengan mudah. Konsep transparansi adalah suatu proses 
 
 
keterbukaan dalam menyampaikan suatu informasi atau aktifitas yang 
dilakukan dengan tujuan agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak 
langsung dapat ikut bertanggung jawab dalam meberikan pengawasan dan 
memfasilitasi semua akses informasi yang menjadi faktor utama 
terciptanya transparansi ini. 
2. Partisipasi 
Partisipasi merupakan bersifat membnagun pada kepentingan 
dalam merencanakan suatu kebijakan. Membantu memberikan masukan 
dalam proses pembuatan kebijakan atau membandingkan antara berbagai 
persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif untuk menyelesaikan suatu 
persoalan. 
3. Akuntabilitas 
Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban atas 
peraturan yang telah dibuat sekaligus menguji kualitas seorang pemimpin 
atau suatu kebijakan yang tidak berpihak engan golongan tertentu.  
4. Koordinasi 
Koordinasi merupkan mekanisme yang dapat memastikan bahwa 
seluruh kebijakan yang disepakati, memiliki kepentingan bersama dan 
juga telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan itu dapat  
terwujud dengan cara mengintegrasikan visi dan misi pada suatu masingt-
masing lembaga.  
Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan 
yang baik sangat bervariasi dari satu institusi lain, dari satu pakar ke pakar 
yang lainnya. Namun paling tidak terdapat 5 (lima) unsur utama atau indikator 
 
 
yang harus dipenuhi dan dituntut untuk terbentuknya good governance. 
(Utomo, 2012: 186).  Indikator tersebut adalah: 






2.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang 
Evaluasi Perkembangan Kelurahan 
 
Evaluasi perkembangan kelurahan sebagaimana telah diatur dalam 
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi 
Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi Perkembangan Desa dan 
Kelurahan adalah upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, 
kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi 
perkembangan desa dan kelurahan guna mengetahui efektifitas dan status 
perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan.  
Insrtumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan adalah alat ukur 
yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian 
hasil tingkat perkembangan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan.  
Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan  dimaksudkan untuk: 
1. Menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa 
dan kelurahan serta untuk mengetahui efektifitas dalam penyelenggaraan 
 
 
pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat; 
2. Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan 
kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila. 
Idealnya pemerintahan yang baik dapat dilihat dari Peraturan 
Pemerintah Dalam Negeri No. 81  Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan 
desa dan kelurahan pada pasal 8, yang juga menjadi indikator penilaian suatu 
perkembangan desa dan kelurahan yang terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu: 
1. Bidang pemerintahan desa dan kelurahan, meliputi aspek: 
a. Pemerintahan; 
b. Kinerja; 
c. Inisiatif dan kreatifitas dalam pemberdayaan masyarakat; 
d. Desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi/ E-Government; dan 
e. Pelestarian ada\t dan budaya. 




d. Tanggap dan siaga bencana; 
e. Pengaturan investasi. 
3. Bidang Kemasyarakatan 
a. Partisipasi masayarakat; 
b. Lembaga kemasyarakatan; 
 
 
c. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga; 




h. Penanggulangan kemiskinan; 
i. Peningkatan kapasitas masyarakat 
Untuk melihat bagaimana perkembangan penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik maka penulis berfokus pada indikator di bidang 
pemerintahan. Dimana indikator penyelenggaraan pemerintahan ialah:  
a. Pemerintahan; 
Pemerintahan dalam arti sempit adalah organ/ alat perlengkapan 
negara yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan Undang-
Undang. Dalam Pengertian ini pemerintah hanya berfungsi sebagai badan 
eksekutif (Eksekutif atau Bestuur). Sedangkan dalam arti luas pemerintah 
merupakan semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan dalam 
negara baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif dan 
yudikatif. Jadi semua pemegang kekuasaan di dalam negara. (SF.Marbun 
dan Moh. Mahfud, 2010: 8) 
b. Kinerja; 
Kinerja dalam bahasa indonesia dengan kata dasarnya adalah 
“kerja” diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai atau prestasi yang 
diperlihatkan dan kemampuan kerja dari kemampuan seseorang. 
 
 
Pengertian kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 
yang dicapai oleh seeseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. 
Menurut Bangun (2012: 231) kinerja adalah hasil kerja pekerjaan yang 
dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan. 
Sedangkan menurut hasibuan (2010) kinerja (prestasi kerja) adalah suatu 
kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 
kepadanaya berdasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan 
waktu.  
c. Inisiatif dan kreatifitas dalam pemberdayaan masyarakat; 
Inisiatif adalah kemampuan untuk memutuskan dan melakukan 
sesuatu yang benar tanpa harus diberitahu, mampu menemukan apa yang 
seharusnya dikerjakan terhadap sesuatu yang ada di sekitar, berusaha 
untuk terus bergerak untuk melakukan bebrapa hal walau keadaan terasa 
semakin sulit. Dan Kreatifitas adalah suatu kemampuan untuk 
menyelesaikan masalah yang memberi kesempatan individu untuk 
menciptakan ide-ide asli/ adaptif fungsi kegunaannya secara penuh untuk 
berkembang.   
d. Desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi/ E-Government; dan 
Budi Rianto dkk (dalam Muslim dan  Larbiel Hadi, 2019: 26) 
menyimpulkan bahwa E-Government merupakan bentuk aplikasi 
pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi 
telematika atau teknologi infot=rmasi dan komunikasi. Aplikasi E-
Government memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan 
 
 
hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antar pemerintah dengan 
dunia usaha dan masyarakat.   
e. Pelestarian adat dan budaya. 
Pelestarian adat dan budaya merupakan upaya perlindungan dan 
pemanfaatan adat dan budaya yang dinamis.  
Kelima indikator diatas merupakan tolak ukur yang dinilai untuk 
melihat apakah kelurahan dapat dikatakan berkembang atau pun tidak, 
sehingga dengan status perkembangan kelurahan tersebut dapat diidentifikasi 
bahwa tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kelurahan  sudah dikatakan 
baik atau ideal.   
 
2.6 Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan 
untuk mempercepat terwujudkan kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat 
daerah. Perangkat daerah kabupaten/ kota terdiri atas sekretariatdaerah, 
sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan 
kelurahan.  
Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia kelurahan merupakan 
wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Sebagai 
unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa organisasi kelurahan sebagai 
 
 
unsur pelaksana teknis kewilayah dalam wilayah kecamatan mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut lurah memiliki fungsi (1) pelaksanaan 
kegiatan pemerintahan kelurahan; (2) pemberdayaan masyarakat, (3) 
pelayanan masyarakat; (4) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 
umum: (5) pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum.  
Demi kelancaran pelaksanaan tugas lurah dalam menyelenggarakan 
pemerintahan maka dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti Rukun 
Tetanggaa, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan 
Maasyarakat dalam lingkup kelurahan. Selain itu untuk mewujudkan 
tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk 
pemerintahan kelurahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang 
berlaku, oleh sebab itu maka pemerintah, pemerintah provinsi, pemeritntah 
kabupaten/ kota dan camat melakukan pengawasan.  
 
2.7 Penelitian Terdahulu 
Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai 
bahan untuk membantu mendapatkan gambaran umum dalam kerangka 
berfikir, disamping untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari 
beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat  dijadikan 
sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir 




Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 
No Nama Peneliti Tahun Judul Hasil 
1 Anita Rusdiani 2018 Analisis Keberhasilan 
Kelurahan Minas Jaya 
Kecamatan Minas 
Kabupaten Siak Dalam 
Evaluasi Perkembangan 
Desa Dan Kelurahan Tahun 
2017 Di  Provinsi Riau 
Keberhasilan 
Kelurahan Minas Jaya 










Kabupaten Siak serta 
modal sosial.   
2 Abdul Akhfar 2019 Analisis Penerapan Tata 
Kelola Administrasi 
Pemerintahan Desa Studi 
Pada Desa Kampung 
Panjang Kecamatan Kampar 
Utara Kabupaten Kampar 
Hasil Penelitian 
menunjukkan bahwa 




dengan baik dimana 
ada beberapa buku 
administrasi yang 





3 Wulan Krismiati 
Ningsih 
2020 Implementasi Peraturan 
Menteri Dalam Negeri 




Secara Daring Dikabupaten 
Asahan 




Dalam Negeri Nomor 






daring di kabupaten 





     
 
 
Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang telah 
dibahas di atas ialah penulis lebih menekankan pada Implementasi Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi 
Perkembnagan Desa dan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan 
Pemerintahan, dan sesuai dengan indikator yang penulis ambil dari 
Permendagri tersebut terkhususnya pada bidang pemerintahan dimana terdapat 
5 indikator yaitu: Pemerintahan, Kinerja, Inisiatif dan kreatifitas dalam 
pemberdayaan masyarakat, desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi/ 
E-Government, dan pelestarian adat dan budaya. 
 
2.8 Pandangan Islam 
Agama islam yang bedasarkan Al-Qur‟an dan Hadits sebagai tuntutan 
dan pegangan bagi kaum muslimin mempunyai fungsi tidak hanya mengatur 
umat dalam memberikan tuntunan dan masalah yang berkenaan dengan 
penyelenggaraan pemeritahan. Terdapat tiga kunci bagaimana penyelenggaran 
pemerintahan yang baik.  
1. Dalam Surat An-Nisa‟ Ayat 59 
                               
                              
    
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu 
berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia 
kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 
 
 
Dalam surah ini kata kuncinya ialah taat. Taat disini diperuntukkan 
tidak hanya untuk Jundiyah (bawahan/ staf) saja melainkan untuk semua 
Jundiyah hingga Qiyadah. Taatnya kepada siapa saja, diayat tersebut taat 
bagi dibagi menjadi tiga: Allah, Rasul dan Ulil Amri.  
Umat islam harus taat kepada Allah dan Rasul, sedang pada ulil 
amri harus melihat dulu seperti apa dia (ketaatan pada Allah dan Rasul) 
bila tidak taat (mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan aturan 
Allah) maka umat islam tidak diperkenankan untuk menaatinya.  
2. Surah An-Nisa Ayat 58 
                             
                             
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. 
 
Pada Ayat ini kata kuncinya ialah amanah. Syarat amanah sendiri 
yaitu beriman,orang yang beriman mesti amanah. Di dalam pemerintahan 
sikap amanah ini harus dapat dimiliki oleh setiap penyelenggara 
pemerintah. Amanah disini artimya semua manusia harus 
bertanggungjawab atas apa yang telah menjadi tugasnya dimuka bumi ini. 
Disinilah letak amanah berfungsi sebagai kenyamanan, karena akan 





3. Surah As-Syuro‟ ayat 38 
                               
    
Artinya: “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 
(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka 
menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada 
mereka”. 
 
Katak kunci selanjutnya dalam penyelenggaraan pemerintahan 
menurut islam yakni syuro‟ atau musyawarah. Dalam segala urusan Allah 
SWT memerintahkan untuk dimusyawarahkan dalam memutuskan 
perkaranya. Jika dengan konsep musyawarah ini akan ada berbagai 
gagasan, pemikiran dan wawasan dari masing-masing agar tercapainya 
sebuah mufakat. Yang mana itu akan meminimalisir timbulnya keputusan 
yang otoriter (menyebabkan ketimpangan).  
Itulah 3 kata kunci konsep penyelenggaraan pemerintahan dalam 
islam yaitu: Taat, Amanah, dan Musyawarah (Syuro‟) 
 
2.9 Defenisi Konsep 
Defenisi konsep merupakan pokok batasan dalam penelitian yang 
merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar 
memberikan arah dalam penulisan pada bagian berikutnya, yaitu dengan 
mendefenisikan sebagai berikut: 
1. Implementasi merupakan suatu proses kebijakan yang dinamis, dimana 
pelaksanaan kebijakan melakukan suatu tindakan aktifitas atau kegiatan, 
sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan 
tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Adapun batasan yang dimaksud 
 
 
dalam penelitian adalah implementasi mengenai permendagri nomor 81 
tahun 2015. 
2. Kebijakan adalah suatu ketentuan yang menjadi pedoman yang bertujuan 
untuk memperlancar jalannya sistem pemerintahan dalam mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. Adapun kebijakan yang dimaksud pada penelitian 
ini ialah tentang  penyelenggaraan pemerintahan.  
3. Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan uraian tentang bagaimana 
mekanisme  pemerintahan dijalankan.  
4. Evaluasi Perkembangan kelurahan adalah upaya penilaian tingkat 
penyelenggaraan pemerintahan dimana keluurahan yang dimaksud disini 
adalah kelurahan yang telah melaksanakan evaluasi perkembangan 
  
2.10 Konsep Operasional 
Konsep operasional adalah konsep yang di dasarkan atas sifat-sifat 
yang didefenisikan yang dapat diamati (observasi) sehingga apa yang 
dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain.  
Tabel 2.3 Konsep Operasional 
Variabel Indikator Sub Indikator 





Nomor  81 Tahun 
2015  
Pemerintahan 1. Sarana dan Prasarana 
2. Akuntabilitasi 
3. Administrasi 
Kinerja 1. Strategi dalam pemberdayaan 
masyarakat 
2. Kebijakan dalam pemberdayaan 
masyarakat 
3. Pembinaan masyarakat 
4. Budaya kerja 
Inisiatif dan Kreatifitas 1. Visi dan Misi pemberdayaan 
Masyarakat 
2. Kebijakan dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat 
3. Eksitensi institusi pemberdayaan 





berbasis internet  
1. Ketersediaan sistem teknologi 
informasi berbasis internet 
2. Perangkat komputer  
3. Administrasi 
Pelestarian Adat dan 
Budaya 
1. Pembinaan partisipasi masyarakat 
dalam pelestarian adat bdan budaya  
2. Keterlibatan kelembagaan adat dalam 
pelestarian adat dan budaya 
3. Pembinaan seni budaya setempat 
4. Kebijakan menjaga kelestarian adat  
5. Alokasi anggaran pelestarian adat 
Sumber:  Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 
2015 tentang evaluasi perkembngan desa dan kelurahan 
 
2.11 Kerangka Pemikir  
Kerangka pemikir merupakan bagian dari penelitian yang 
menggambarkan alur penelitian dalam memberikan penjelasan kepada orang 
lain. Dan untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam bentuk gambar dibawah 
ini. 














Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 
Tahun 2015 Tentang  Evaluasi Perkembangan Desa dan 
Kelurahan DalamRangka Penyelenggaraan Pemerintahan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan 
Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang 




3. Inisiatif Dan Kreatifitas Dalam 
Pemberdayaan Masyarakat 
4. E-Governent 







3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti untuk 
memndapatkan informasi yang sebenarnya dari obyek yang diteliti guna 
memperoleh data yang akurat. Untuk memperoleh data yang akurat atau 
mendekati yang sebenarnya sesuai dengan fokus penelitian, maka penulis 
memilih dan menetapkan lokasi penelitian di Kantor Kelurahan Perawang di 
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, beralamat Jalan A.R Hakim, Kecamatan 
Tualang. Penelitian ini dilaksanakan  mulai Desember 2020 s/d Selesai.  
 
3.2 Jenis dan Sumber Data 
3.2.1 Jenis Data 
Adapun jenis data yang penulis gunakan adalah jenis data kualitatif. 
Dengan mengumpulkan beberapa keterangan-keterangan sebanyak mungkin 
yang kemudian di interpretasikan sehingga menghasilkan suatu penelitian 
yang berkualitas. Dalam buku sugiyono (2010: 14) data kualitatif adalah data 
yang berbentuk data, kalimat, skema dan gambar, yang menggambarkan atau 
melukiskan secara sistematis, aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan yang diselidiki peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa 
cerita rinci dari informasi. 
 
3.2.2 Sumber Data 
Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 
mengenai data.  Adapun jenis sumber data yang digunakan ialah: 
 
 
a. Data Primer 
Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Penulis 
memeproleh secara langsung dari responden melalui wawancara 
terstruktur. Selain itu observasi atau pengamatan juga dapat dijadikan 
sebagai data primer karena kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu 
objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi yang dilakukan 
berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang ditinjau 
dari Permendagri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan 
Desa dan Kelurahan. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang sudah diolah atau data yang 
tersedia baik itu dari jurnal, skripsi, undang-undang yang ada untuk 
mencari konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan 
penelitian ini. Data sekunder ini diperoleh melalui instansi pemerintahan 
yang erat kaitannya dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen, 
dokumentasi dan lain-lain sebagai bukti bahwa penelitian ini benar 
dilakukan. 
 
3.3 Informan Penelitian 
Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk 
memberikan keterangan tentang sutau fakta atau pendapat. Sebagaimana 
dijelaskan oleh Arikunto (2004: 145) subjek penelitian adalah subjek yang 
dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber 
informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Berdasarkan 
 
 
penjelasan tersebut, maka penentuan subjek penelitian digunakan untuk 
memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Dalam 
penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis individu dan 
organisasi sebagai satuan yang diperhitungkan dalam subjek penelitian.  
Selanjutnya penentuan informan penelitian dilakukan dengan cara 
purposive sampling, seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010: 96) 
bahwa, teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan 
sengaja dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya 
orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang paling kita harapkan, 
sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. 
Adapun Informan Peneltian meliputi: 
Tabel 3.1 Informen Penelitian 
No Subjek Penelitian Jabatan Jumlah  
1 Nanang Suhendra, S.STP Lurah 1 Orang 
2 Suhartati, S.Sos Sekretaris Lurah 1 Orang 
3 Nur‟Aisyah, S.Sos Kasi Pemerintahan  1 Orang 
4 Sudirman, S.H Kasi PKM 1 orang  
5 Jumi Staff 1 Orang 
7 Masyarakat - 5 Orang 
Jumlah  10 Orang  
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian, 
maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: 
a. Observasi 
Menurut Harbani Pasolog (2013: 131) observasi adalah 
pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang 
hendak diteliti. Observasi digunakan untuk mengumpulkan informasi yang 
 
 
dibutuhkan, dilakukan dengan cara peneliti mendatangi lapangan, bertemu 
dan berinteraksi dengan subjek  pnelitian untuk dapat mengetahui peranan 
lurah dalam melaksanakan fungsi peberdayaan masyarakat. Peniliti dapat 
menggali data lebih valid dan akurat dalam arti bahwa peneliti secara 
cermat dapat mengamati bagaimana mengenai Implementasi Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi 
Perkembangan Desa dan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan 
Pemerintahan., Dapat menggunakan lembaran observasi yang disiapkan. 
b. Wawancara 
Menurut Harbani Pasolog (2013: 137) wawancara adalah kegiatan 
tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Metode ini 
dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada pihak-pihak terkait 
dan berhadapan langsung dengan narasumber yang dianggap mengerti 
mengenai permasalahan yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan yang 
telah dipersiapkan.  
c. Dokumentasi 
Juliansyah Noor (2011: 141) menyebutkan sejumlah besar fakta 
dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sifat umum 
data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang 
kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu 
silam. Dokumen yang dimaksud berupa segala hal mengenai Implementasi 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi 




3.5 Teknik Analisa Data 
Sugiyono (2012: 235) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses 
mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 
wawancara, observasi dan dokumentasi.  Langkah-langkah analisis data pada 
penelitian kualitatif menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2012: 
237) adalah sebagai berikut: 
a. Reduksi data 
Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaaan, pengabsrtrakan dan transformasi data “kasar” yang 
muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang 
dilakukan penulis adalah analisa yang menajamkan, menggolongkan, 
mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data 
mengenai mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan 
Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan. Dengan cara 
sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan 
diverifikasi.  
b. Penyajian data 
Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun 
dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Peneliti 
melakukan pengecekkan ulang mengenai data yang telah dipilih pada 
proses reduksi data. Pengecekkan tersebut di data yang digunakan dapat 




c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 
Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat bersifat 
sementara  apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 
mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila 
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti 
yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 
data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 
kredibel. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti berusaha untuk 
memahami, menganalisis, dan mencari makna dari kata yang 
dikumpulkan. Akhirnya setelah data terkumpul akan diperoleh suatu 
kesimpulan. Kesimpulan yang didapat adalah berdasarkan penyajian data 
yang ada. Uraian hasil penelitian dirangkum dalam suatu keterangan 
mengenai hasil penelitian tersebut. Keterangan tersebut adalah hasil 
pengecekan ulang tentang fenomena di lapangan yang terjadi, setelah di 
bandingkan dengan teori yang ada diadakannya suatu penarikan 











GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  
 
4.1 Sejarah Kelurahan Perawang 
Terbentuknya kelurahan Perawang sebagai sebuah institusi yang 
berperan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta 
pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah 
otonomi Kabupaten Siak, yang bermanfaat untuk mempermudah masyarakat 
didalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Pemerintah Daerah 
Kbupaten Siak Nomor 39 Tahun 2002. 
Kelurahan Perawang sebelum menjadi kelurahan merupakan sebuah 
Desa yang bernama Desa Tualang yang kemudia untuk memenuhi keinginan 
masyarakat dalam pelayanan maka dibentuklah sebuah daerah yang 
berstatuskan Kelurahan  yang kemudian diberi dengan nama Kelurahan 
Perawang pada tahun 2002. Adapun dasar pembentukan Kelurahan Perawang 
ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 39 Tahun 2002 tentang 
pembentukan Kelurahan Minas Jaya (Kecamatan Minas), Kelurahan Telaga 
Sam- Sam (Kecamatan Kandis), Kelurahan Kandis Kota (Kecamatan Kandis) 
dan Kelurahan Perawang (Kecamatan Tualang) pada tanggal 20 September 
2002. 
  
4.2 Visi Misi Kelurahan Perawang 
Pemerintah Kelurahan Perawang sebagai sebuah lembaga yang ingin 
bekerja dengan baik kedepannya. Maka Kelurahan Perawang haruslah 
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mempunyai visi dan misi yang jelas. Adapun visi dan misi kelurahan 
perawang adalah: 
Visi 
“TERWUJUDNYA KANTOR LURAH PERAWANG SEBAGAI 
TEMPAT  PELAYANAN TERBAIK SE- KABUPATEN SIAK” 
Misi 
1. Meningkatkan etos kerja dan disiplin pegawainya. 
2. Menumbuhkan gairah dan semangat berkarya bagi perangkat Kelurahan. 
3. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan Perawang. 
 
4.3 Profil Kelurahan Perawang 
1. Nama Kelurahan   : Perawang 
2. Tahun Pembentukan  : 20 September 2002 
3. Dasar Hukum Pembentukan : Perda Kabupaten Siak No. 39 Tahun 2002 
4. Nomor Kode Wilayah  : 1408041001 
5. Nomor Kode Pos  : 28772 
6. Kecamatan   : Tualang 
7. Kabupaten   : Siak 
8. Provinsi   : Riau 
9. Negara    : Indonesia 
Kelurahan Perawang merupakan satu-satunya Kelurahan yang ada di 
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Dan selebihnya di Kecamatan Tualang 
itu daerahnya berstatuskan Desa. Dengan tugas menjalankan roda 
pemerintahan tingkat kelurahan dan pemberdayaan serta pembangunan 
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masyarakat yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kecamatan 
Tualang serta Pemerintah Kabupaten Siak. Keberadaan Kelurahan Perawang 
saat ini dipimpin oleh seorang lurah yang bernama Nanang Suhendar, S.STP. 
Lurah Perawang dibantu beberapa aparat kelurahan yang terdiri dari Sekretaris 
Lurah, Bendahara Lurah, Kepala Bidang, Ketua Lingkungan, Ketua RW, 
Ketua RT. Adapun Kelurahan Perawang ini terdiri dari 3 Lingkungan, 8 RW 
dan 91 RT.  
Adapun daerah yang menjadi batas-batas wilayah dari Kelurahan 
Perawang itu sendiri adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.1 Batas – Batas Wilayah Kelurahan Perawang  
NO ARAH BATAS WILAYAH 
DESA/KELURAHAN KEC KAB/KOTA 
1 Timur Tualang Tualang Siak 






3 Barat Perawang Barat Tualang Siak 
4 Utara Pinang Sebatang Barat 
dan Pinang Sebatang 
Timur 
Tualang Siak 
Sumber: Kantor Lurah Perawang 
Adapun penjelasan dari tabel diatas yakni: 
a. Batas Sebelah Timur : Desa Tualang (Kecamatan Tualang dan Desa 
Pinang Sebatang (Kecamatan Tualang) 
b. Batas Sebelah Barat : Desa Perawang Barat (Kecamatan Tualang) 
c. Batas Sebelah Utara : Desa Pinang Sebatang Barat (Kecamatan 




d. Batas Sebelah Selatan : Desa Maredan Barat (Kecamatan Tualang) dan 
Kelurahan Sungai Ukai (Kecamatan Rumbai) 
Adapun Jarak dari Kelurahan dengan pusat Pemerintahan, tersaji 
dalam table di bawah ini: 
Tabel 4.2 Jarak dari Kelurahan ke Pusat Pemerintahan 
NO TUJUAN JAUH JARAK  
1 Ke Pemerintahan Kecamatan  7 Km 
2 Ke Pemerintahan Kabupaten 70 Km 
3 Ke Pemerintahan Provinsi 70 Km 
 
Adapun jarak dari Kelurahan Perawang ke Kantor Camat Tualang 
sebagi pusat Kecamatan di Kecamatan Tualang yakni sejauh 7 km. Lalu jarak 
antara Kelurahan Perawang dengan Kota Siak Sri Indrapura sebagai Ibukota 
Kabupaten Siak yakni sejauh 70 Km. Dan sejauh 70 Km pula jarak antara 
Kelurahan Perawang dengan kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau.  
 
4.4 Struktur Kepengurusan Di Kelurahan Perawang 
4.4.1 Struktur Pemerintahan Kelurahan Perawang 
Struktur organisasi adalah suatu kerangka dasar yang menunjukkan 
dengan jelas hubungan antar bidang yang satu dengan bidang yang lain. 


























Kasi PKM Kasi Trantib 
Staff Anggota Staff Anggota Staff Anggota 
Staff Anggota Staff Anggota 
























4.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan 
Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan adalah sebagai berikut: 
a. Lurah  
Tugas pokok Lurah adalah menyelnggarakan urusan pemerintahan 
, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban umum serta melaksanakan 
urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, sedangkan fungsi 
Lurah adalah: 
1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan 
2. Pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan 
3. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan 
rakyat 
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 
5. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan  
b. Sekretaris Lurah 
Adapun tugas pokok sekretaris lurah adalah  membantu lurah 
melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, 
kepegawaian, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan, 
evaluasi dan pelaporan.  
Fungsi sekretaris lurah adalah sebagai berikut: 
1. Pengkoordinasian pelaksanaan dan tugas fungsi lurah  
2. Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan 
kebijakan yang ditetapkan oleh lurah 
3. Pelaksanaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan 
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4. Pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian  
5. Pengelolaan administrasi keuangan, dan 
6. Pelaksanaan urusan perlengkapan kerumahtanggaan kelurahan 
c. Seksi Pemerintahan 
Adapun tugas pokok pada bidang pemerintaha adalah membantu 
lurah melaksanakan pembinaan pemerintahan  kelurahan dan pembinaan 
rukun warga. 
Fungsi bidang pemerintahan adalah: 
1. Penyusunan program dan kegiatan pemerintahan kelurahan; 
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kelurahan; 
3. Pemberian pelayanan kepada masyarakatdi bidang pemerintahan, dan 
4. Pengumpulan dan pengolahan dan administrasi pemerintahan. 
d. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat 
Adapun tugas pokok seksi pemberdayaan dan kesejahteraan 
masyarakat adalah membantu lurah dalam menyiapkan bahan penyusunan 
program dan melaksanakan pembinaan sosial dan kesejahteraan rakyat.  
Fungsi seksi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat adalah 
sebagai berikut: 
1. Penyusunan program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan 
rakyat; 
2. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan 
pembangunan; 
3. Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam rangka 
pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat; 
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4. Pengkoordinasian upaya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat; 
5. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 
kesejahteraan rakyat, dan 
6. Pelaksanaan pemberian pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan 
pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.  
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 
Adapun tugas pokok seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
adalah membantu lurah dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan 
ketertiban umum serta pembinaan perlindungan masyarakat.  
Fungsi seksi ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai 
berikut: 
1. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pembinaan 
ketentraman dan ketertiban umum; 
2. Penyelenggaraan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, 
keputusn kepala daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya di 
kelurahan; 
3. Pelaksanaan, pembinaan, dan perlindungan kepada masyarakat dan 
anggota LIMNAS di kelurahan; 
4. Pelaksanaan penertiban terhadap gngguan sosial, dan  






4.4.3 Struktur Lingkungan, RT, dan RW di Wilayah Kelurahan Perawang 











Di kelurahan Perawang terdiri dari 3 Lingkungan yakni Lingkungan 
Damai, Lingkungan Sejahtera, dan Lingkungan Makmur. Dimana Lingkungan 
Damai terdiri dari 2 RW,yakni RW 01 dan RW 06 yang terdiri dari 25 RT. 
Lalu di Lingkungan Sejahtera ada 2 RW yakni RW 02 dan RW 03 yang terdiri 
dari 21 RT. Dan yang terakhir adalah Lingkungan Makmur yang terdiri dari 4 
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4.5 Geografis Kelurahan Perawang 
Tabel 4.3 
Jarak Geografis Kelurahan Perawang 
No Lokasi Tempat Tujuan Jarak 
1 Kekantor polisi (polsek)/ kantor koramil 0,3 km 
2 Kepasar 0,8 km 
3 Kesungai 5 km 
4 Keterminal bus 5 km 
5 Kepelabuhan 5 km 
6 Kebandara 80 km 
7 Kepabrik 3 km 
8 Ketempat wisata 70 km 
9 Keperbatasan kabupaten 45 km 
10 Keperbatasan provinsi 357 km 
  
Letak keluharan perawang yang sangat trategis yakni berada di tengah-
tengah kecamatan tualang menjadikan kelurahan perawang sangat mudah 
dijangkau kebebrapa tempat diantaranya seperti ke kantor polisi sejauh 0,3 
km, jarak kepasar 0,8 km, jarak ke terminal bus 5 km, lalu jarak kepelabuhan 
5 km, kebandara 80 km, kemudian jarak kepabrik. Industri 3 km, lalu jarak 
ketempat wisata sejauh 70 km, dan jarak ke perbatasan kabupaten 40 km, 












6.1.1 Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 
Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Dalam Rangka 
Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Kelurahan Perawang 
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak) 
 
Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan maka pada bab ini 
peneliti menarik kesimpulan bahwasannya hasil penelitian yang dilakukan 
terkait Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 
Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Dalam Rangka 
Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Kelurahan Perawang Kecamatan 
Tualang Kabupaten Siak) belum sepenuhnya sesuai dengan permendagri 
tersebut. Kelurahan Perawang pada bidang pemerintahan cukup berkembang 
sehingga penyelenggaraan pemerintahan kelurahan perawang  dapat dikatakan 
cukup baik. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa  Sub Indikator pada 
Indikator dalam  perkembangan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan 
yang masih belum terpenuhi, yaitu: 
1. Pemerintahan, pada indikator pemerintahan yang memiliki 3 sub indikator 
yaitu Sarana dan Prasarana, Akuntabilitas, dan Administrasi sudah hampir 
terpenuhi seluruhya. Hanya Satu Sarana dan Prasarana yang belum 
Terpenuhi Yaitu Perpustakaan yang belum dimiliki oleh Kelurahan 
Perawang dan sebagai gantinya kelurahan perawang menyediakan sudut 
baca bagi masyarakat dan begitupun juga dengan akuntabilitas dimana 
tidak ada kotak pengaduan suara serta laporan pertanggungjawaban yang 
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kurang transparan dan masih kurang lengkapnya buku administrasi yang 
ada. 
2. Kinerja yang memiliki 4 sub indikator penilaian yaitu, Strategi dalam 
Pemberdayaan Masyarakat, Kebijakan Dalam Pemberdayaan Masyarakat, 
Pembinaan Masyarakat, dan Budaya Kerja. Pada indikator  kinerja sudah 
dapat dikatakan cukup baik, karena masih adanya terdapat beberapa sub 
indikator yang belum terpenuhi, yaitu fasilitasi dalam pemasaran produk 
unggulan, tidak adanya regulasi dalam pemberdayaan msyarakat dan 
reward bagi perangkat ataupun masyarakat.  
3. Inisiatif dan Kreatifitas dalam Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan sub 
indikator yang diketahui bahwa tidak ada  satu pun sub indikator yang 
terpenuhi hal ini dilihat dari visi misi dan kebijakan dalam pemberdayaan 
masyarakat  serta eksistensi institusi yang tidak ada. Sehingga pada 
indikator ini kleurahan perawang belum memenuhi kriteria pada 
permendagri tersebut.  
4. Kelurahan Berbasis Teknologi/ E-Government, memiliki 3 Sub Indikator 
dan masih terdapat sub indikator yang belum terpenuhi oleh pemerintah 
kelurahan perawang. Seperti, website kelurahan, tokoh pemuda 
teknopreuner,  perpustakaan online, dan internet gratis, administrasi 
berbasis teknologi serta perangkat yang mengelola teknologi informasi 
yang belum dimiliki oleh Kelurahan Perawang.  
5. Pelestarian Adat dan Budaya yang memiliki 5 sub indikator dan hanya 1 
sub indikator yang belum terpenuhi. Pemerintah kelurahan dan masyarakat 
sudah melakukan pembinaan terhadap pelestariaan adat dan budaya. 
Hanya saja aplikasi anggaran pelestariaan adat yang belum ada.   
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6.1.2 Hambatan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 
Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 
Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Kelurahan 
Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak) 
 
Adapun hambatan atau kendala yang ditemukan di Kelurahan 
Perawang dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 
Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Dalam 
Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Perawang  menurut  teori 
George C. Edward, Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) yaitu: 
1. Komunikasi, pemerintah kelurahan belum melakukan sosialisai mengenai 
permendagri nomor 81 tahun 2015. 
2. Sumber daya, staff kelurahan belum memadai serta kurangnya 
perlengkapan kerja seperti komputer. 
3. Disposisi, komitmen serta etos kerja staff desa masih kurang karena 
mempunyai profesi lain diluar tanggungjawabnya menjadi staff kelurahan. 
4. Struktuk Birokrasi, belum terdapatnya SOP yang memadai dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, hal ini terlihat dari  belum terintegrasinya 
pembinaan serta pengawasan. 
 
6.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih terdapat 
hambatan dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan 
perawang kecamatan tualang kabupaten siak. maka peneliti memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Pemerintah kelurahan perawang harus melakukan sosialisasi atau 
pembinaan mengenai permendgri nomor 81 tahun 2015 serta melakukan 
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pelatihan terhadap seluruh pegawai mengenai permendagri ini dan 
pegawai harus mengikutinya. 
2. Pemerintah kelurahan perawang harus dapat memahami mengenai 
peraturan menteri dalam negeri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi 
perkembangan desa dan kelurahan yang menjadi acuan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, terutama lurah harus dapat memotivasi 
masyarakat agar mau ikut serta dalam setiap kegiatan yang diadakan 
kelurahan perawang, seperti memberikan reward (penghargaan) pada 
masyarakat, perangkat masyarakat ataupun kelompok masyarakat karena 
dengan adanya bentuk reward ini akan memotivasi masyaarakat sehingga 
masyarakat bersemangat dalam mengikuti kegiatan pemerintah. 
3. Aparatur  kelurahan harus profesional dalam melaksankan tugasnya, dan 
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No Sub Indikator Ada Tidak 
1 Sarana dan Prasarana 
a. Gedung Kantor 
b. Gedung Pertemuan  
c. Perangkat Kelurahan 
d. Struktur Organisasi 
e. Jaringan Listrik 







a. Kotak Pengaduan Suara Masyarakat 
  
3 Administrasi 
a. Laporan Kinerja Tahunan 
b. Laporan Tahunan Lurah 
c. Buku Registrasi Pelayanan 
d. Buku Profil Kelurahan 
e. Buku Administrasi Umum 
f. Buku Administrasi Kependudukan 
g. Buku Administrasi Keuangan 
h. Buku Administrasi Pembangunan 
i. Buku Administrasi Lainnya 
j. Kartu Uraian Tugas‟ 
k. Peta Wilayah Kelurahan 




No Sub Indikator Ada Tidak 
1 Strategi Dalam Pemberdayaan Masyarakat 
a. Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat 






2 Kebijakan Dalam Pemberdayaan Masyarakat 
a. Ada Tidaknya Regulasi dalam Pemberdayaan 
Masyarakat 
  
3 Pembinaan Masyarakat 
a. Melakukan Forum-Forum Kebersamaan Seperto 
Gotong Royong 




4 Budaya Kerja 
a. Apakah telah mendata kehadin pegawai secara rutin 
b. Apakah telah memiliki standar jam pelayanan 
c. Apakah sudah memiliki Standar Operasional 
Prosedur (SOP) pelayanan masyarakat 
  
 
3. Inisiatif dan Kreatifitas Dalam Pemberdayaan Masyarakat 
No Sub Indikator Ada Tidak 
1 Visi Misi Pemberdayaan Masyarakat   
2 Kebijakan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat    




4. Kelurahan Berbasis Teknologi Informasi/ Egovernment 
No Sub Indikator Ada Tidak 
1 Ketersediaan Sistem Teknologi Berbasis Internet 
a. Jaringan Internet 
b. Website Kelurahan 
  
2 Perangkat Komputer 
a.  Software dengan spesifikasi minimal untuk operasi 
jaringan internet 




a. Administrasi Berbasis teknologi 
- Administrasi Umum 
- Administrasi Kependudukan 
- Administrasi Keuangan 
- Administrasi Pembangunan 
- Administrasi lainnya 
b. Perangkat yang Mengelola Teknologi Informasi  
c. Tersedia tokoh pemuda teknopreneur tingkat 
RT/RW 
d. Perpustakaan Online 






5. Pelestarian Adat Budaya 
No Sub Indikator Ada Tidak 
1 Pembinaan partisipasi masyarakat dalam pelestarian 
adat dan budaya 
 
2 Keterlibatan kelembagaan adat dalam pelestarian adat 
dan budaya  
  
3 Pembinaan seni budaya setempat   
4 Kebijakan menjaga kelestarian adat   











Pertanyaan Untuk Kelurahan Perawang  
 
1. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui adanya kebijakan permendagri dalam 
penyelenggaraan pemerintahan? 
2. Apakah Kelurahan Pernah melakukan sosialisasi/ pelatihan terkait 
penyelenggaraan pemerintahan? 
3. Apakah pemerintah kelurahan memberikan penugasan kepada 
perangkatnya? 
4. Apakah ada data profil kelurahan? 
5. Apakah pemerintah kelurahan pernah memberikan penghargaan khusus 
untuk masyarakat? 
6. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di kelurahan? 
7. Apakah ada Laporan Pertanggung jawaban kantor kelurahan? 
8. Bagaimana kelengkapan buku administrasi pada kantor kelurahan ini? 
9. Bagaimana bentuk peningkatan kapasitas kelompok masyrakat  yang ada 
di kelurahan ini? 
10. Apakah yang menjadi produk unggulan di kelurahan ini? 
11. Seperti apa fasilitas yang diberikan untuk pemasaran produk ungggulan? 
12. Bagaimana kebijakan pemerintah kelurahan dalam memberdayakan 
masyarakat? 
13. Menurut bapak/ ibu bagaimana kinerja pegawai kelurahan? 




15. Seperti apa standar jam pelayanan di kantor kelurahan ini? 
16. Menurut bapak/ ibi seperti apa inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam 
pemberdayaan masyarakat? 
17. Apa saja lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di  kelurahan 
perawang? 
18. Apkakah semua kegiatan sudah menggunakan teknologi informasi? 
19. Apakah kelurahan memiliki aplikasi yang berbasis internet? 
20. Apa adat istiadat yang ada dikelurahan perawang? 
21. Bagimana cara pemerintah kelurahan melestarikan adat istiadat dan bidaya 
yang ada? 
22. Apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam tata kelola 
penylenggaraan pemerintahan ini? 
23. Aspek Komunikasi 
a. Apakah kebijakan mngenai permendgri ini pernah disosialisasikan? 
b. Apakah tersedia penjelasan dan petunjuk teknis dan perintah dalam 
kebijakan ini? 
24. Aspek Sumber daya 
a. Apakah para staff kelurahan mempunyai cukup kecakapan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan? 
b. Apakah bapak/ ibu tahu dan mengerti wewenang, tugas pokok dan 
fungsi nya dalam setiap tugas penyelenggaraan pemerintahan? 
25. Disposisi 




26. Struktur Organisasi 
a. Apakah pemerintah kelurahan sudah mempunyai Standar Operational 
Prosedur dalam penyelenggaraan pemerintahan? 
b. Apakah pengawasan-pengawasan dalam penyelenggaraan 

















Pertanyaan Untuk Masyarakat (Ketua RT, Ketua RW, yang memiliki 
Produk Unggulan  
1. Bagaimana Pendapat Bapak/ Ibu mengenai perkembangan Sarana/ 
Prasarana yang ada di Kelurahan Perawang? 
2. Bagaimana menurut bapak/ Ibu mengenai pelayanan yang  diberikan oleh 
pegawai pemerintah kelurahan? apakah sudah sesuai jadwal dan SOP yang 
telah ditentukan? 
3. Apakah Ada Reward/ Penghargaan yang pernah diberikan oleh pemerintah 
kelurahan? 
4. Apakah pemerintah kelurahan pernah memberikan  fasilitas dalam produk 
unggulan? 
5. Apakah ada kegiatan forum masyarakat seperti gotong royong, 
musrenbang, sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan dan lainnya? 
6. Menurut bapak/ ibu bagaimana masyarakat kelurahan perawang dalam 
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